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bahwa sehutlungan denqan pcrkcmbangan pada umurnnya di Kabupaten dan

desa-desa di wilayah Kccanratan Momunu pada khususnya sefta dengan

adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu

meningkatkan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Pembinaan Kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan

dimasa mendatang;

bahwa dengan semakin lneningkatnya jumlah penduduk dan memperhatikan

luas wilayah potens? ekonomi sosial budaya dan beban tugas serta volume

kerja dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah

Desa Pinamula sehingga perlu diadakan Perubahan nama Desa permata putih

menjadi Desa Pinamula Raru Diwilayah Kecamatan Momunu;

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b dialas. rlaka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nornor 09 llahun 2004 tentang

l)embentukan Desa Wakat. l)esa Permata Putih dan Desa Surava di Wilavah

Kecamatan Momunu Kabupaten Buol;

Undang-Undang Nomor 43 'l'ahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 7974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3900 ), sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-undang Nomor 1l Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang_
undang Nontor -51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
l(epublik lndonesia Tahurr 2000 Nornor 7g, Tambahan Lembaran Nesera
Republik Indonesia Nomor 3966):

3. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 43g9):

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonror 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang _ Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubrik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 4844.),

5. Untlang,,tJndtng Nornor 3l lahun 2004 tentang perirnbangan Keuangan

anl;ua Pcrne.int:rh l)rrsat dan r)enrerintah Daerah (Lemba.an Negara Republik

lnd,nesia Tahurr 2{)04 N.nr.l. I2(r, 'l'antbahern Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor,rl4.ltl);

(r' u'dang'-tJndlrrg N.rr.r'3(r 'l'ahurr 2007 tentang penataan Ruang (Le'rbaran

Ncgara llepublik liRloncsia l-ahun 2007 Nonror 2g. 'fanrbahan [-embaran

Ncgara lLepublik lndoncsia Nonror 4724),

7. Pcraturan l)onlorintah Nonror 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan

dan Pembcrhentian Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

lndonesia 'fahun 2003 Nornor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan

Pemerintahan l)aerah Kabupaten/Kota( Lembaran Negara Republik Iudonesia

Tahun 2007 Nomor 82, 'l'arnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4737)t



Menetapkan

I 1. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 09 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Desa Wakat, Desa Permata Putih dan Desa Suraya (I;embaran

Daerah Kabupaten Buol'fahun 2004 Nomor 09);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor r0 Tahun 2006 renrang
Pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa (Lembaran Daerah

KabupatenBuol Tahun 2006 Nomor l0):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2OO4

TENTANG PEMBENTUKAN DESA WAKAT, DESA PERMATA PUTIH
DAN DESA SURAYA DI WILAYAH KBCAMATAN MOMUNU
KABUI'ATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TBNGATI

Pns:rl I

Belrcrapa kt:tenltlitn dalitm J:teraturan [)ac'r'ah Kabupaten l]uol Nonr<lr 09 lt'alrut t 2004 'l.entang

Petrtbertlukatt Dcsa Wirkat, L.)esa l)ennata Pulilr clan t)csa Suraya di Wilayah Kecamatan

Montunu Kabupaten lluolProvinsi Sulqwcsi 'l'cngalr ( l,crnbaran Daeral Kabupaten Buol llahu'
2004 Nonror 09) rliLrbah seba-uiai bcr.ikrrt :

1. Ketenluan Pasal i ayat (t), ayar (2) Ayar (-i), ayar (4). ayat (4), ayat (5) dan Avat (6)
diubah , sehingga keseluruha' r)asar 3 berbunyi sebagai berikut :

P:rs:rl 3

(1) Membentuk Desa l)inamula []aru di Wilayah Kecamatan Momunu yang meliputi wilayah
Dusun III.

(2)Wtlayah Desa Pinamula Baru Sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini, merupakan

bagian dari wilayah Desa Pinamula.

(3) Dengan dibentuknya Desa Pinamula Baru maka wilayah Desa Pinamula dikurangi dengan

, wilayah Dusun III dan Dusun IV sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini, yang memiliki

luas wilayah 5000 ha.

(4) Batas - batas Desa Pinamula Baru secara umum sebagai berikut :

a. Sebelah Utara.berbatasan dengan Desa Lakea Kecamatan Lakea

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pinamula

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pinamula; dan

i d. Sebelah Barat berbatasan clengan Desa Monggonit Kec;amatan Tiloan.
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(5) Junrlah Penduduk Desa Pinanrula adalah keseluruhan Penduduk Dusun lll dan Dusun IV yang
Ielah dibentuk menjadi Desa pinamula rlaru berjumlah 400 jiwa dengan jurnlah Kepara
Keluarga 100 KK.

(6) l'usat Pemerintahan Desa Pinamula Baru akan diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

2 Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut .

Pasal 5

Batas ,wilayah Desa wakat, Desa pinamula Baru dan Desa Suraya pasal 3 ayat (4), dituangkan
dalarn peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.

3. Keterrtuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut .

Pasnl 6

Sebitgai tkihl[ dari pcrnbenr.ukan l)ersa wakat, Dcsa pinanrula Baru dan Desa Strrava rnaka

pentbiayaart dibcblnkarr pada barrtuan Arrggaran l)cndapat.iur dan llelanja Daerah Kabupaten Buol.

4. Ketentuar Pasal 7 ayat ([) dan lyirt (2) diubah . schingga keseluruhan pasal 7 bcrbunvi

scbagai bcrilut :

l)asal 7

(1) Untuk kelancaran ponyelcnggaraah pcnrerintahan Desa Wakat, Desa Pinanrula Baru dan

Desa Suraya rnaka Kepala Desa Ponrayagon, Kepala Desa pinamula dan Kepala Desa

Momunu wajib mcmberikan bimbingan serta supervisi bagi Kepala Desa Wakat, Desa

Pinamula Baru dan Desa Suraya paling lama I (satu) tahun terhitung sejak tanggal

peresmrannya.

(2) Kepala Desa Pomayagon, Kepala Desa pinamula dan Kepala Desa Momunu wajib

menyerahkan dokumen, arsip dan kelengkapan administrasi yang karena sifatnya diperlukan

oleh Pemerintah Desa Wakat, Desa Pinamula Baru dan Desa Suraya.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Semua Peraturan Perundang-undangan yanli saat ini berlaku bagi Desa Wakat, Desa

Baru dan Desa Suraya di Wilayah Kecamalan Momunu dinyatakan tetap beriaku

disesuaikan paling larna I (satu) tahun seiak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pinamula

dan harus
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

11 Januari 2011

ARIS DAERAII KABUPATEN

MACIIMUD BACULU

Ditetapkan di
pada tanggal

TI

, AMRAN H.

KAI}UPATEN I}UOL

NOMOR 07

Buol
I 1 Januari

u

LBMI}ARAN DABII'A}I

"I'AHUN 20I I
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